
Jakarta. 17 Maret 2017 - Mahkamah Konstiiusi akan menggelar persidangan perkara perse!isihan hasil pemilihan (PHP)
kepala daerah Halmahera Tengah 20.7 pada Jumat (1713) puku1 09.00 WIB dengan agenda Pemenksaan Pendahuluan
Perkara yang Ierigislrasi dengan nomor BIPHP. BUP-XW2017 ini diajukan Dieh Multiara T. Yasin dan Kabir Kahar (pasangan
calcn nomor urut I) Persidangan yang digelar pada Panel 2 in akan dipimpin o1eh Wakil Ketua MK Anwar Usinari yang
did ampingi Hakim Konstitusil Dewa Gede Palguna, Mariahan MP Sitompul dan Aswanto

MK Akan Gelar SIdang Pendahuluan Pilkada Halmahera Tengah 2017

. .....

Daiam PCkok permohonannya. Pemohon menyebutkan beadasarkan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor
081Kpls/KPU-kab -029.4344,8/11n'AHUN 2017. perolehan suara Pemohon sebanyak 14,004 suara. sedangkan pasangan
calcn peelh Ierbanyak. Edi Langsara dan Abd. Rahim Odeyani(pasangan calcn nomor uru1 2) meinperuleh sebanyak
15 132 suara, sehingga seiisih perulehan suara antara Pemohon dengan pasangan calcn peelh suara ternanyak adalah
1/28 suara atau 3.87 %. Adapun sellsh tersebut dikarenakan Ierdapai banyak kecurangan of 8 TPS d kecamalan Palani
Ulara Pada permohonannya pemohon meminta dilakukan Pemungutan suara ulang di 8 TPS tersebul
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REPUBLIK INDONESIA

Pemoh. n juga memaparkan. telah ledadi pelanggaran yang di!akukan o1eh Termohon dan pasangan calon nomor urut 2 (Edi
Langsara dan Abd. Rahim Odeyani) Pemohon menilai Paslon nomor urut 2 telah meIakukan pelanggaran secara Terslruklur,
Sisiemaiis dan Masif. sehingga Pemohon lidak bias memenuhi ketenluan Pasa1 158 ayat (2) huruf a juncio Pasa1 7 ayat (2)
huruf a PMK 1120/6 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1120/7

SIARAN PERS

Selain Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Halmahera Tengah. MK juga akan menyidangkan 3 perkara lainnya d waktu yang
sama. yaitu Perkara Nomor 121PHP. BUP-XV/2017 perlhal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Maluku Tenggara Barat.
431PHPBUP-XV/2017 perlhal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupaii Maluku Tengah dan 491PHP. BUP-XV/2017 perlhal
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Maluku Tenggara Barat Adapun Perkara Nomor 121PHP BUP-XV/2017 dialukan o1eh
Dharma Oralmangun dan Markus Fareknime!Ia (Pasangan Calon Nom. r Urut 3), Perkara Nomor 431PHP. BUP-XV/2017
didukan o1eh Alter Sopacua dan Aswar Rahim (Pasangan Calcn Nomor Urut 3), dan Perkara Nomor 491PHP. BUP-XV/2017
didukan o1eh Pelrus Paulus Werembinan Taboraidan Jusuf Siletly (Pasangan Calon Nomor Urut 2)

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

Secara keseluruhan. pada SIdang perdana in I. MK akan memeriksa persyaratan formil dan materI gugalan masing-masing
pemohon, balk mengenai pemenuhan syarat sellsih perolehan suara sebagaimana dialur delam Pasa1 158 UU N0 8 Tahun
2015 Tentang Perubahan alas Undang-Undang Nomor, Tahun 20.5 tentang Peneiapan Peraluran Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor, Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati. dan Walikota menjadi Undang-Undang
(UU PIlkada), in aupun tenggat waktu pendaftaran permohonan to MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan daiil-
dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh Ierhadap perolehan suara hasil pilkada. Selanjutnya. pada SIdang Iahap kedua
MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkail yang Tencananya akan digelar pada minggu depan
Setelah dua Iahap SIdang Iersebut. MK akan menggelar Rapai Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tentiup untuk menilai
dan me in perumbangkan daiil-dalil sellap permohonan ( Lambang)
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